Abstracts

Berdasarkan Pasal 18 UL Nomor 1 Talun 1967 junto Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Momor 20 Tahun 1994 ditentukan bahwa setiap izin penapaman modal asing
jangka waktunya tidak melebihi 30 (tiga palub) tehun terhitung scjak perusahaan
berproduksi secara komersial. Selanjutnya dalam PP Momor 20 Tahun 1994 juga
ditentukan bahwa jangka waktu izin penanaman modal asing tersebut dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun lagi dengan syarat perusahaan tersebut tetap
menjalankan usabanys yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Yang dimaksud dengan “bermonfua adalah apabila dalam perkembangan dan
pelaksanaan kegiatan usahanva perusabaan yanz dicirikan dalam rangka penanaman
modal asing tersebut memberikan dampak posiul, antara lain biags ckspar, tenaps kerja,
penerimaan pajak. lingkungan hidup dan perekonomian nasienal. Persoalannva adalah
bahwa dalam PP NMomor 20 Tahun 1994 tersebut tidak ditentukan solusinya lebib lanjul
Jika yangka waktu perpanjangan izin tersebut berakhir

Berdasarkan hasil penelitian proses berakhimya penanaman modal asing ini
dilakukan dengan cara penpalihan saham asing kepada pihak swasta nasional secara
bertahap sepenti ditentukan pada Pasal 7 PP Nomor 20 Tahun 1964 yang menvatakan
Dehwa dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sejak berproduksi komersial,
perusahazn penanaman modal asing harus menjual sebagian modalnya kepada Warga
Mepara Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalu pasar modal,



Pendahuluan

Sejak dart swal para pendirt republis ini telab menvadari bahwa
kemerdekaan dan pembentukan Mepara kesatvan Republik  Indonesia ndak
dimaksudkan sebagai merdeka untuk merdeka saja. Kemerdekaan adalah pintu
perbang menuju kemakmuoran dan kescjahteraan bangsa. Oleh karena i,
kemerdekaan haros diisi dengan pembangunan di sepals bidang

Fembangunan  sebagai perujudan cita-cita politik bangsa  Indonesia
memiliki dunensi yang sangat luas dan kompleks serta membutuhkan dana yvang
cuktup besar, karena nu dalam pelaksanaannnva dilakukan secara bertahap dan
terencana menurul urgensi prieritas dan dukungan dana vang tersedia’

Pembangunan nasional baru dilaksanakan secara bertahap dan terencana
pada masa pemerintahan orde baru vang dijabarkan dalam liap-tiap Repelita.
Dalam penode pembangunan nasional sangat terasa babwa kemampuan bangsa
Indonesia belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan pembangunan secara
mandiri, Kelerbatasan sumber dana dan leknologi merupakan kendala utama
dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengatasi kesulitan terschut pemerintab Indonesia menempuh
kebijakan baru, yakni mengundzng masuknva penanaman modal asing ke
Indonesia. Kebijakan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang undang
Bemananaman Modal Asimg (LUPMA ) Nomor 1 Tahun 1967 schagai penjabaran
lebih fanjur dari Tap MPE MNomor XXIIMPRS/1966 tentang Pembaharuan
kebijakan Landasan Ekenomi Kevangan dan Pembangunan

Dalam  perkembangan selanjulnya, penanaman maodal asing semakin
mermbikl peranan penting  terutama untuk memulibkan kembali kondisi ekonomi
negara kita vang lenpah dilanda krisis ekonomi dan moneter sejak akhic tahun
1997 Oleh Karena i, berbagai upaya lelah dilakukan oleh pemerintah untuk
menzrik kembals moedal asing masuk ke Indonesia. Menurul Sumantoro, ada dua
keuntungan vang diperaleh dan penanaman modal asing o1 Indonesia. Pertama,
unluk meningkatkan ekonomi nasional dalam arti meningkatkan produktivitas,
perluasan kesempatan kerja perluasan pasar ekspor dan peningkatan penerimaan
negara darl sckior pajak, Kedwa, memperbaiki strukiue ekonomi nasional dari
struktur ekonami yvang bercorak tradisional menjadi strukivr ekonomi medermn,

Menyadarn peranan penanaman modal asing dalam pemulihan kondisi
chonomi nasional pasca krisis ekonomi maka pemerintah terus mendorong
masuknya penanamarn modal asing ke Indonesia sebapgaimana diamanatkan dalam
GBHM 1999 bidang Fkonomi butic 27 vang barbuny

“Melakukan secara proaktil neposiasi dan kerjasama ckonomi bilateral dan

multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan milai ekspor erutama

di sektor industri vang berbasis sumber daya alam, serly menarik investasi

' Sumantore, Peranan Pernsahaan Muftinasional dutam Pembangunan Negara
Sedang Rerkembang dan Implikasinva di Indonesia, Peverbit Alumni, Bandung,
1983, hal. 5.



finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan  penpusaha
mastonal”

Mamun, seiring dengan upaya Indonesiz menank masuknya modal fsing
terjadi pula perubaban struktur politik dan ekonomi di berbagar belahan duniasena
meluasnya globalisasi dan liberalisast ekonomi. Banyak negara vang dahulunva
tertutup sekarang membuka kesempatan schesar-besarnva bagi penanaman modal
wsing baik secara langsung (direct investment) maupun tidak langsung (indirest
tnvesiment) selingga Indonesia harus bersaing dalam menark modal AsImp
dengan negara-negara lainnya seperti Vietnam, RRC, Kambaja, Philipina,
Thatland dan Korea Selaan,

Guna menarik minal modal asing masuk ke Indonesia dalam suasana
perspingan yang semakin ketat, maka perlu dilakukan pengkajian apakah
peraluran perendang-undangan penanaman modal asing yvang sekarang berlaku
dapat menunjang pengembangan iklim vang menarik bagi penanaman macal
asing terutama dalam memberikan jaminan kepastian hukum berusaha dan
kedmanan inveslasi.

Pengkajian terhadap peraturan perundangpan tentang penanaman modal
asing khususnyva ULIPMA cukup beralasan karena UUPMA sebagsi payieng dar
peraluran tentang penanaman madal asing di Indonesia, scjak dikeluarkan pada
fahun 1967 sampai sekarang sudah berusia lebib dari seperempal abad, maka
sudah barang tentu ada beberapa ketentuan vanp diatur dalam UUPMA tersebuyf
fdak sesual lagi denpan kebutuhan ssharanz mi Salab sata ketentuan TUPMA
vang perly dikaji adalah lentang jangka waktu izin pensnaman modal asing
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 UUPRA, vang berbuny

“Oealam setigp zin pevanemon modal asiig ditentukan pargka wakis

berfusnna

e ekl mele bR 20 frica prelul) ralian”,

Dari perumusan ketentuan di atas terlihat bahwa UUPMA mengadakan
pembatasan terhadap jangka wakiu izin penanaman modal asing di Indonesia,
paling lama 30 tahun, Tetapt, UUPMA tidak memberikan Penjelasan bagaimana
selelah jangka wakitu izin penanaman modal asing tersebut berakhir Berdasarkan
latar helakang tersebut di atas maks pokaok masalah vang ingin diteliti dapat
didentifikasikan permasalshan : Apakah cam vang ditempuh setelah janska
waklu izin penagnaman modal asing  tersebut herakhir 7 Bagaimanakah
pelaksanaan perpanjangan izin penanaman modal asing ?

Metode Penelitian

Guna memperoleh data vang dibutubkan untuk menjawab permasalahan
dalam penelitian int maka metode pendekatar vaneg digunakan dalam penelitian
inl adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian vang
Lersifat deskripei, Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian in adalah
data pramer schagai data wtama dan data sekunder sebagai dala penunjang Oleb
karena tu, dientukan sumber data {a) Badan Koordinasi Penanaman Maodal



Draerah (BEPMD) Sumatera Barat, (h) Perusahaan penanaman madal asing

Sumatera Barat
Untuk memperoleh data yang akurat maka dalam penelitian ini ditentukan
teknik pengumpulan data (a) Studi Dokumen, vaitu dengan mengadakan
pencatatan terhadap Japoren-laporan resmi dan angka-angka statistik vang
telah tersedia wrutama yang berkaitan dengan aktivitas dan profil penanaman
modal asing di Sumatera Barat (b)) Wawanears, dilakukan dunean
menggunakan tiga macam pola pendekatan yakni:

11 dalam bentuk percakapan informal dan bersifat spontan tanpa suatu
pola atau arah yvang ditentukan sehelumnya

2} Menggunakan Jembaran beris garis-garis pokok, topik atau masalah
vang dijadikan peganpan dalam pembicaraan.

3) Setelah Menggunakan dafiar perfanyaan yang lebih terinei, namun
bersifat terbuka yang telab disiapkan terlebsh dahole dan dianjurkan
mmenerut uratamn fertentu,

Setelah data yang dibutohkan terkumpul, data tersebut selanjutnya
diklasitikasikan menjadi dua kelompok data, yailu data kualitatif dan data
kuaniiatilf. Terhadap data vang bersifat kualitatf, vakni data vang digambarkan
dengan kata-Kata atau kalimat dipisah-pisahkan  menurt kategerinya  untuk
memperoleh kesimpulan, Selanjutnyva, data vang bersifat kuantitatif, vang berujud
angka-angka  hasil  perhitungan akan  diproses dengan cara  dijumlahkan,
diklasifikasikan dan dibuat tabel schinggza menjadi sustu perhitunzan wniuk
mengadakan prediksi atau generalisasi

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data statistik pada Kantor BKPMID Sumatera Barat jumlah
pemanaman modal asing sampai akhic 1ahaun 1999 tercatar sebaryak 44
penanaman modal asing, Dard jumlah tersebut 43 perusahaan PRMA bersiatus
Perseroan Terbatas (PT) sedanghkan 1 PMA berstatus PT (Persero). Sesuai dengan
Pasal 18 UUPMA jangka wakty izin penanaman modal asing tersebut hanya
berlangsung selama 30 tshun. Pembatasan szin penanaman modal asing tersehut
sepintas terlihal agak kontradikuf, jika dikaitkan dengan ketentuan tentang
pendirian PT pada umumnya, karena menerul UUPT 1995 atau KUHD, jangka
wakiu pendirian PT diserahkan kepada keinginan para pendii PT yang
dicantwmkan dalam Angparan Dasarmva, dalam art janeka wakte berdirinya tidak
dibatas (pasal LJUPT 1995

Sebenamya kalau  dicermati, UUPMA  hanva  menvebutkan  tentang
pembatasan izin, sedangkan UUPT menegaskan tentang jangka wakty pendician
PT. engan demikian, jangka waktu pendidan PT dapat saja lebih dari 30 tahun
telapi pananaman maodal diberikan secara terbatas paling lama 30 tahun meskipun
pendirian PT ditentukan untuk jangka wakte lebih dard 30 tahun tetapi jika izin
Perusahanya tidak diperpanjang maka jangka waktu pendiriannya hanya berlaku
untuk jangka waktu 30 tahun, Tetapi kalaw diperpanjang maka jansks wakiu
pencirian dapat disesuatkan denpan iin tersebut. Dengan kata lain ketentuan
tentang jangka wakly pendirian PT. dalam UUPT 1995 mengikuti ketentuan
perizinan yang diatur dalam ULIPRMA,



Selanjuteya dalam UUPMA tidak ditemukan penjelasan lebib lanjut 2lasan
dari pembual Undang - undang memberikan izin penanaman modal asing untuk
jangka waktu paling lama 30 tahun. Ada hemungkinan bahwa jangka waktu
pemberian tzin tersebut diksitkan dengan ketentuan tentang kewaynban pengusaha
untuk menyimpan buku catatan, dokumen — dokumen  perusabaan selama 30
tahun (pasal 6 ayar {3) KUHD), tetapi mungkin pula dikankan dengan jangka
waktu pemberian HGU, HGH, dan Hak Pakai dalam UUPA kepada perusahaan
penanaman modal asing

Menurut UPA, HGL diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun
(pazal 2% ayat 1), untuk perusshaan vang memerlukan wakty yang lebih lama
dapat diberi HGU paling lama 35 tahun (pasal 29 ayat 2). HGLU tersebut dapat
diperpanjung sampai dengan 25 tahun (pasal 29 avat 39, sedanpkan untuk HGR
dapat diberikan jangka wakiu paling lama 30 tahun {pasal 35 avat 1) yang dapat
diperpanjang dengan wakiu paling lama 20 tabun {pass] 35 ayat 2. Untuk hak
pakai diberikan jangka waktu menurut keperluannya (pasal 41 ayat 2a).

remungkinan lam, disesuaikan pula dengan perhitunzan secara ckonomis,
babwa dalam jangka waktu 30 tahun telah cukup bagt investor mengambil atau
memperaleh keuntungan dar hasil penanaman modal  tersebut, sehingga
pemerintah mengangpap bahwa perusahaan yvang bersangkutan clapat ditangan:
oleh bangsa Indonesia, Atau, dalam kurun waktu 30 mhun dibaraphkan t2lab terjad
transfer of technology dan pibak asing kepada pihak Indonesia, sehingga sudah
saatnya bangsa Indonesia mengelola parusahaan terselbur,

Mengingat sifatnya scbagai Undang — undang, maka UUPMA tidak
mungkin mengatur lentang penanamen modal asing secara terpering. Ada
beberapa ketentuan dzlam UUPMA tersebut yang memerlukan penjelasan lebih
lanjut dengun Peraturan Pemerintah, Inpres atau dengan Peraturan lainnya, Salah
satu peraturan pelaksanan dan UUPMA jalah PP Nomor 20 tahun 1994 tentang
pemilikan ssham dalam perusahasn vang decirikan dalam rangka penanaman
tmglal asing,

FF Momor 20 tahun 1994 merupskan pengeanti dar PP Nomaor 50 tahun
1993 vang mengantikan pula PP Nomor 17 tahun 1992 Kehadiran PP Nomor 20
tahun 1994 ini banvak menpundang reaksi dari masvarakal Bahkan ada yang
mentlar sangat liberal, karenz banyak kelonpgaran vang diberikan PP Nomor 20
tahun 1994, seperti kepemilikan saham untuk investasi lanpsung, perizinan yang
disederhanakan, masa 1zin usaha vang lebih panjang serts keleluasaan mendirikan
lempat usaha, Selain ity jugza tidak diadakan pembedasn lagi antara penanaman
modzal asing dan PMDN dan perusabaan non PMA/PMDON

Herkaitan dengan jangka wakiu izin penanaman modal asing, PP Namaor
20 tahun 1994 pada pasal 3 menyebutkan halwa jangka wakiu izin penanzman
modal asing mulai dihitung sejak perusshasn berproduksi szcam komersial,
Kapan suatu perusahaan dikatakan mulai berproduksi secars komersial tidak ada
dijelaskan dalam PP nomor 20 tahun 1994, Hal ini harus dilihat secara kasus per
kasps, menurut bidang usaha dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan



wsaha dimana perusabaan tersebut melakukan kegiatan usaha. Perusahaan yang
bergerak di bidang perhotelan, misalnya dikatakan mulai berproduksi komersial
apabila hotel tersebot telah diresmikan.

Selanjutnya dalam PP Mamar 20 1ghun 1994 juga ditentukan bahwa jangka
waklu 1zin penanaman modal asing dapat diperpanjang untuk jangka wakiu 30
tahun lagl dengan svarat perusahzan tersebutl tetap menjalankan usahanva vang
bermanlaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Penjelasan pasal 3 1P
Momaor 20 tahun 1994 dan 5K Menteri Penzerak Dana Investasi ketua BKPM
Nomor 13/5K/1994 menyebutkan bahwa yvang dimaksud dengan “bermanfaat”
adalah apabilz dalam  perkembangan dan  pelaksanaan  kepiatan  usabanya
perusahasn yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing  tersebut
memberikan dampak posicf, antara lain © bagt ekspos, tenaga kerja, penerimadn
pajak, lingkungan hidup, dan perckonomian nasional.

Perpanjangan izin modal asing ini, diberikan oleh Menteri Pengpoarak
Dana Investasi setelah mendengar pertimbangan Mneterl terkait, seperti Menler
Penindustrian vang berkaitan dengan teknis produksi, Menein Keuangan yang
berkaitan dengan pajak, Menteri Perdagangan vang berkaitan dengan ekspor
impor, Memen Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan limbah dan Menteri
nnya vang dipandang perla

Persoalannya adalah bahwa di dalam PP Nomor 20 Tahen 19949 terscbut
tduk ditentukan selusinva lebib lanjut jika jangka waktu perpanjangan izin
tersehut berakhir Mampaknya proses berakhirnya penanaman modal asing ini
dilakukan dengan cara pengalihan saham asing kepada pihak swasta nasional
secara beriahap seperti yang ditentukan pada pasal 7 menyvatakan babwa dalam
jangka wakiu paling lama 13 tahun sejak berprodukst kamersial, perusahaan
penanaman modzl asing barus menjuzl sebahagian sabamnya kepada warga
negara Indonesia melalui pemilikan langsung ataw melau pasar modal. Sedangkan
dalam penjelasannya disebutkan besarnyva sabam yang dijual oleh perusshaan
vang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dilzksanakan sesuai
kesepakatan para pthak vang terkait didasarkan pada prinsip kerja sama vang
saling menguntungkan dan kelanpsungan kegiatan usaha perusahaszn dan atau
ketentuan pasar modal dalam negen.

Adanya ketepluan yang mengharuskan jeint venture ini lelah menjadi
kecendrungan vang umum batk dinegara — negara vang sedang berkembang
maupun dinegara — nepara maju. Ketentuan ini merupakan  pencermingn
nasienalisme dibidang ckonomi dan keinginan menghindarkan ketergantungan
terbadap modal asing.

Tetapt jika dibandingkan denpan ketentuan domistikisasi penanaman
modal asing vang berlaku dinepara lain, nampakoya PP MNomor 20 tahun 1994
jauh letnh lonpgar, karcna tidak menentekan secara tepas besar proscntase
pemilikan nasional terhadap penanaman modal asing seteleh periode tertent
Malaysia misalnya, menwajibkan agar perusahaan — perusabaan joinl venture
vang telah disetujun sebelum 1 Januan 1972 mengajukan rencana mereka agar



penveriaan nasional menjadi 70 % menjelang tahun 1990 {termasuk didalamnya
permibikan 30 % oleb prbur Melaysia),

Philipma juga menentukan bahwa dalam wakiu 20 — 40 tahun pikak
nasional Philipina sedah harus memiliki 90 % saham penznaman modal asing.
Sedangkan Peru lebih singkat lagi, yakni dalam waktu 10 tahu pemeriniah Pery
harus membeli 23 penanaman moedal asing yang berperak dibidang industri
logam dasar dan kemudian menjualnya lagi kepada pengusaha nasional,

Situas vanp sama terdapat juga dibeberapa negara maju Pemerintah
Kanada misalnya, menentukan habwa 30 % dari industri bergerak dibidang
minyak dan gas barus dimiliki oleh pemerintah Fanada ataw warga negar Kanada
menjelang 1990, kebijaksanaan unutk membatasi investasi asing juga dianut olch
lepang. Pemerimiah Jepang, Pemerintah Jepang lebih menyvukai jiks investor asing
hanya memiliki 50% atau kurang dari sabam — saham dalam perusabaan joint
venture di negara fersehut

Berhubungan karena dalam PP Nomor 20 tahunl994 tidak menentukan
skema pengalihan saham asing tersebut kepada pihak Indonesia sampai jangka
wakiu penanaman modal asing tersebut berakhir, maka perlu dipertimbangkan dua
cara yang mungkin dapat di tempuh. Pertame, pengaliban pemilikan saham asing
tersebul dilakukan dengan cara menjual saham melalui pemilikan langsung (direct
placenient) kepada pihak Indonesia, baik perorangan maupun Badan Hukum
Indonesia yakmi, BUMN, BUMLD, Koperasi dan perusabaan pasional lainnya.
sedangkan cara yvang fec alah menjual sabam tersebut melalui pasar modal
dalam neger

kedua cara tersebut diizinkan oleh PP Momor 20 tzhun1994 dan lebih
menguntungkan karena pengalihan tersebul tidak mengubah status perusahaan,
Dan Tagl tidak perlu melkuidasi perusshsan. Sedangkan tujuan pembatasan
jangka waktu izin penanaman modal asing 1lu agar perusahasn nantinva tetap
jalan. Dan ditangani sendisi oleh warga negara Indonesia Timbul pertanyazn,
apakah saham asing tersebut harus dijual seluruhnya kepada pibak Indonesia, atau
sudah cukup kalau mavoritas saham dikeasa oleh pihak Indonesia. Misalnya,
pada saat berakhirmya 1zin penanaman modal asing pibak asing masih memiliki
saham sehesar %0 %, lzlu apakah pihak asing harus menjual keseluruhannya atau
holeh 60 % - 70 % saja, sehingga masih ada sisa saham 20 % - 30 % ditangan
pihak asing.

Kalau saham pihak asing itu dijusl kepada patner lokalnya maka penjualan
tersebut tidak perle harus keseluruhan, tetapr sudah cukup apabila denpan
penjualan tersebut pihak Indomesia telab memiliki saham mayoritas, denpan
demikian kontrol managemen perusabaan ads ditangan pihak Indonesia. Tetapi
pada umuemnya patner lokal ini mengalami kesulitan dana unutk membeli sabarm
asing tersebut, karena s bissanya patner lokal mengadakan sindikasi denpan
patner loka lainaya. Selanjutnya, apabila saham asing tersebut dijual melalui pasar
modal dalam negen maka penjualan tersebut harpes  memungkinkan  pihak
Indonesia unutk menpontrol manapement peresshaan tersebut nantinya, dalam arni



walaupun sabam tidak dijual seluruhnyve tetapl pemesang saham terbesar harus
dipthak Indonesia,

Kesimpulan dan Saran

Jangka wakiu 1zin penanaman modal asing di Sumaters Barar diberikan
paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 30 tahun lagi Tetapi
ULPMA dan peraturan pelaksananya tidak menentukan lebih lamut bagaimana
setelab jangka waktu perpanjangan itu berakhic. Apabila jangka waktu penanman
modal asing tersebut berakhit sementara pemilik ssham mavoritas masih berada
pada pihak asing maka pihak asing dapat menjual saham mayoritasnya kepada
pihak nasional melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam
negeri.
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